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BAB V
PENUTUP

A.Kesimpulan

Daam pandangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, wali merupakan
syarat dalam pernikahan, sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak
memakal wali. Para ulama sepakat mengena kedudukan wali untuk menikahkan
anaknya yang kecil, gila ataupun yang kurang kemampuan akalnya. Akan tetapi
apabila anaknya sudah balig, beraka Imam Abu Hanifah berbeda pendapat
dengan ulama lainnya. Menurut Abu Hanifah, bagi yang berakal, baligh apaagi
statusnya janda ia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Jumhur ulama tetap
dengan pendapatnya semula, yaitu pernikahan akan sah jika adanya wali baik
anak tersebut kecil, dewasa, balig ataupun janda. Menurut mazhab Hanabilah,
tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, sedangkan menurut
mazhab Maliki dan Syafi“i persetujuan hanya untuk janda, apabila masih gadis
tidap perlu mendapat persetujuan dari anak tersebut meskipun adanya persetujuan
akan lebih baik bagi pernikahan yang akan dilangsungkan.

Daam pandangan Abu Hanifah dan Abu Y usuf, meskipun izin wali tidak
diperlukan dalam sebuah pernikahan, wali mempunya kewenangan apabila
pernikahan yang dilangsungkan oleh anaknya ternyata dilakukan dengan lelaki
yang tidak sekufu. Perbedaan yang cukup jauh antara pendapat Abu Hanifah
dengan jumhur ulama, lebih karena disebabkan metodologi dalam pengambilan
hukum. Agad nikah dalam mazhab Hanafiyah dipersamakan dengan akad jual

beli. Oleh karena itu syaratnya cukup ijab dan gabul, kedudukan wali hanya
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diperuntukan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Di sisi lain ulama
Hanafiyah memandang tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai status wali
baik dalam a-Qur'an maupun hadis. Beberapa hadits Rasulullah yang
menjelaskan mar’ah tidak boleh menikahkan sendiri, memberi makna sesuai
lafadnya di mana mar’ah merupakan anak kecil yang belum dewasa sehingga
tidak sah apabilaia menikahkan dirinya.

Di samping itu, dalam ushul figh mazhab Hanafiyah, hanya menganggap
sebagal suatu kewajiban (fardh) ketika dalil yang ditetapkan berasa dari Al Quran
ataupun hadits mutawatir dengan penunjukkan hukum yang tegas. Dalil-dail al
Qur'an yang menjadi hujjah keharusan wali oleh ketiga Imam, dipandang
memberikan petunjuk secara langsung (zhanniy al dilalah) sehingga tidak dapat
diambil kesimpulan bahwa wali adalah satu keharusan dalam sebuah pernikahan.
Demikian halnya dengan hadits-hadits yang mengharuskan adanya wali statusnya
tidak termasuk dalam kelompok mutawatir.

Dari paparan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan
sebagal berikut:

1. Bahwa ‘illat atau ratio-legis atau penyebab seorang ayah memiliki otoritas
sebagai wali mujbir menurut para ulama ada beberapa sebab. Menurut
Ulama Hanafiyyah ‘illat-nya adalah usianya yang kecil, sementara Ulama
Syafi’iyah berpendapat bahwa ‘illat-nya adalah perawan. Terlepas dari
perbedaan pendapat tersebut, bermuara dari ‘illat tersebut adalah

kemaslahatan si anak perempuan tersebut.
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2. Sedangkan kedudukan seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya
tetap memiliki prediket wali mujbir, karena dasar pertimbangan otoritas
mujbir bagi seorang ayah, menurut para ulama bukan terletak pada jasa
besarnya dalam membesarkan anaknya. Namun menurut hemat penyusun,
ke-ijba>r-an seorang ayah tidak bisa dilepaskan dari peran dan jasa seorang
ayah dalam mendidik dan membesarkan anak perempuannya tersebut,
sehingga seorang ayah diberikan hak kuasa untuk menentukan apa yang
terbaik untuk putrinya tersebut. Namun walaupun demikian, walaupun
seorang ayah tidak menafkahi anak perempuannya tersbut, tetap memliki
otoritas mujbir, karena otoritas mujibir tersebut sudah melekat di dalam diri
seorang ayah. Dengan demikian, Pada dasarnya, pandangan tentang ijba>r
yang menerima atau menolak ijba>r bertemu pada satu muara yaitu demi
kemaslahatan gadis. Mereka yang mendukung ijba>r dengan aasan
kebaikan (maslahah) wanita, sedangkan mereka yang menolak dengan
tujuan agar hak wanita itu dikesampingkan dan memberikan kemaslahatan

kepada wanita untuk menentukan pilihan sendiri.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh
sebab itu kritik konstruktif sangat kami harapkan demi sempurnya makalah ini.
Penyusn berharap semoga peneitian ini bisa menjadi inspirasi untuk melakukan
penelitian selanjutnya yang lebih konfrenesif. Penulis menyarankan agar kajian

tentang wali mujbir ini perlu diteliti lebih lanjut, baik dari asfek teologis,
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psikologis, maupun sosiologis. Apakah konsep mujbir ini masih relevan untuk

diterapkan pada konteks kekinian atau tidak.



